
Mengingat 

,JAWA 

NOMOR: TAHUN 2016 

PIUTANG 

a. bahwa untuk implementasi penghapusan piutang 
Daerah sesuai ketentuan Pasal 

Jawa Nomor 13 Tahun 11 
dan ketentuan Pasal 40 

14 Tahun 11 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri 
Nomor 64 Tahun 13 tentang Penerapan Standar 
Pemerintahan Akrual 
perlu dilakukan 

Jawa 
pad a 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Gubernur Jawa tentang 

dan 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1 tentang Pembentukan 
Jawa Barat Negara Republik tanggal 
1950) jo. Nomor 1 

Raya (Lembaran 
Indonesia Tahun Nomor 31, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
telah diubah beberapa terakhir dengan 
Nomor 29 Tahun tentang Pemerintahan Provinsi 
Khusus Ibukota Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 93, Tan1bahan Lembaran 
Indonesia Nomor 4744) Undang-Undang Non1.or 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor , 
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nornor 
4010); 

SALINAN





11. 

12. 

13. 
Daerah yang 
atau Dibayar ,_,""' ...... '""" ........ 

Repu blik Indonesia 
Negara 

14. 

1 Peraturan Menteri .LJUJ.U...!..!..!. Negeri Nomor 64 Tahun 
Standar Pemerintahan 

pad a 
Tahun 2013 Nomor 

16. Peraturan Menteri 
Tata Cara Pemungutan 
N egara Repu blik 
sebagaimana 
102/PMK.07/2015 

Nom or 
Pemungutan dan 
2015 Nomor 1); 

1 Menteri LJL\.!.Ll .•.• , Negeri Nomor 73 Tahun 2015 
'-''--l.'J ...... .~. . ._._ ...... Penyisihan dan Penyisihan 

Pemerintah Daerah Negara 
2015 Nomor 1752); 

tentang Urusan 
Provinsi 

Tambahan Lembaran 

Provinsi Jawa Barat Nomor 105); 

1 77) ditetapkan tanggal 
Nopember 2014); 

3 



: PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
DAN 

I 

UMUM 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi l.A.'-"-'"'--'-LA. ....... Jawa 

Provinsi adalah Gubernur 2. Pemerintah 
penyelenggara yang 

3. 

4. 

5. 

urusan pemerintahan 
otonom. 

Jawa 

6. Organisasi Penghasil dan/ a tau 

7. 

yang selanjutnya disingkat Penghasil dan/ atau 
Pengelola adalah Organisasi Perangkat 
dan/ a tau pengelola lingkungan 

memaksa 
mendapatkan 

keperluan 

kontribusi wajib kepada 
pribadi atau 

undang-undang 
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1. 



II 

4 
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5 

6 

a. 

c. 
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a. 

a. 

1. 

1. 

2. 



10 

c. 

1. 

2. 



c. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 



1 

a. 

1. 

1. 

2. 



c. 

Pajak; 

e. 

f. 
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9 

JAWA 16 

 GUBERNUR JAWA BARAT, 

ttd 

    AHMAD HERYAWAN 

Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 30 September 2016 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWA BARAT, 

ttd 

   IWA KARNIWA 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 38 SERI E 

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA 
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM, 

H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19580729 198703 1 001 

Diundangkan di Bandung 
Pada tanggal 30 September 2016 




